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RENCANAKERJAPEMBANGUNANZONAINTEGRITASMENUJUWILAYAHBEBAS

KORUPSI(WBK)DANWILAYAHBIROKRASIBERSIHDANMELAYANI(WBBM)DINAS

PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTUPROVINSIJAMBI

BABPENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Reformasibirokrasiyang dibangun pada DinasPenanaman Modaldan

PelayananTerpaduSatuPintu(DPM-PTSP)ProvinsiJambimerupakansalah

satulangkahawaluntukmelakukanpenataanterhadapsistem penyelenggaraan

pemerintahanyangbaik,efektifdanefisien,sehinggadapatmelayanimasyarakat

secaracepat,tepatdanprofessional.Targetnyaadalahtercapainyatigasasaran

hasilutama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan,

pemerintahanyangbersihdanbebasKKN,sertapeningkatanpelayananpublik

Dalam rangkamengakselerasipencapaiansasaranhasiltersebut,perlusecara

konkretmelaksanakan program reformasibirokrasipadaDPMPTSP Provinsi

JambimelaluiupayapembangunanZonaIntegritas.

Dalam rangkapembangunanZonaIntegritas(ZI),langkah–langkahyang

perludilakukanadalah:

1.Menyelaraskan instrumentZona Integritas dengan instrumentevaluasi

ReformasiBirokrasi;

2.Penyederhanaanpadaindikatorprosesdanindikatorhasilyanglebihfokus

danakurat.

DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu(DPM-PTSP)

ProvinsiJambimerupakan salah satu unitPelayanan Publikyang melayani

proseslayananperizinandannonperizinankepadamasyarakat/pelakuusaha.

Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas diDinas

Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)Provinsi

Jambi.

2.2.DasarHukum

1. PeraturanPresidenNomor81Tahun2010tentangGrandDesignReformasi

Birokrasiyangmengaturtentangpelaksanaanprogram reformasibirokrasi.

2. PeraturanMenteriPendayagunanAparaturNegaradanReformasiBirokrasi

Nomor52 Tahun 2014 tanggal17 Oktober2014 tentang Pedoman

PembangunanZonaIntegritasMenuju Wilayah BebasdariKorupsidan

WilayahBirokrasiBersihdanMelayanidilingkunganInstansiPemerintah.

2.3.MaksuddanTujuan.
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1. RencanakerjapembangunanyangdimaksudkansebagaiacuanbagiDinas

PenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu(DPM-PTSP)Provinsi

Jambidan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona

IntegritasmenujuWilayahbebasKorupsi(WBK)/WilayahBirokrasiBersih

Melayani(WBBM);dan

2. Memberikankeseragamanpemahamandantindakandalam membangun

ZonaIntegritasmenujuWilayahBebasdariKorupsi(WBK)danWilayah

BirokrasiBersihMelayani(WBBM)dilingkunganDinasPenanamanModal

danPelayananTerpaduSatuPintu(DPM-PTSP)ProvinsiJambi.

2.4.RuangLingkup

RuanglingkupPelaksanaanmeliputipenajamantentangtujuan,target,dan

indikatorkeberhasilandarimasing-masingkomponendalam pembangunanZona

Integritas,yangmeliputikomponenpengungkitdankomponenhasil,sehingga

diharapkanakanmemudahkandalam targetpencapaian.

2.5.PengertianUmum.

Dalam dokumenrencanakerjaini,yangdimaksuddengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikatyang diberikan kepada instansi

pemerintahyangpimpinannyadanjajarannyamempunyaikomitmenuntuk

mewujudkanWBK/WBBM melaluireformasibirokrasi,khususnyadalam hal

pencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublik.

2. MenujuWilayahBebasdariKorupsi(MenujuWBK)adalahpredikatyang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhisebagian besar

manajemenperubahan,penataantatalaksana,penataansistem manajemen

SDM,penguatanpengawasan,danpenguatanakuntabilitaskinerja.

3. Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani(Menuju WBBM)adalah

predikatyangdiberikankepadasuatuunitkerjayangmemenuhisebagian

besarmanajemen perubahan,penataan tatalaksana,penataan sistem

manajemen SDM,penguatan pengawasan,dan penguatan akuntabilitas

kinerja,danpenguatankualitaspelayananpublik.

4. InstansiPemerintahadalahinstansipusatdaninstansidaerah;

5. UnitKerja adalah Unit/satuan Kerja diinstansiPemerintah,serendah-

rendahnyaeselonIIIyangmenyelengarakanfungsipelayanan.

6. MenteriadalahMenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasi

Birokrasi;

7. Tim PenilaiInternal(TPI)adalahtim yangdibentukolehpimpinaninstansi

pemerintahyangmempunyaitugasmelakukanpenilaianunitkerjadalam

rangkamemperolehpredikatMenujuWBK/MenujuWBBM.
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BABII

PROGRAM KERJAPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS

2.1.PencananganPembangunanZonaIntegritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan

deklarasi/pernyataan daripimpinan suatu instansipemerintah bahwa

instansinyatelahsiapmembangunZonaIntegritas.

2. PencananganPembangunanZonaIntegritasdilakukanolehpimpinandan

seluruhatausebagianbesarpegawainyatelahmendatanganiDokumen

Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat

dilakukansecaramasal/serentakpadasaatpelantikan,baiksebagaiCPNS,
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PNS,maupunpelantikandalam rangkamutasikepegawaianhorizontaldan

vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya

menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat melanjutkan /

melengkapisetelahpencananganpembangunanZonaIntegritas;

3. PencananganpembangunanZonaIntegritasdilaksanakansecaraterbuka

dandipublikasikansecaraluasdenganmaksudagarsemuapihaktermasuk

masyarakatdapatmemantau,mengawal,mengawasidanberperanserta

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang

pencegahankorupsidanpeningkatankualitaspelayananpublic.

2.2.ProsesPembangunanZonaIntegritasMenujuWBK/WBBM

Program pembangunanZonaIntegritasmerupakantindaklanjutpencanangan

yang telah dilakukan oleh pimpinan.Proses pembangunan Zona Integritas

difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan

Tatalaksana,PenataanManajemenSDM,PenguatanPengawasan,Penguatan

AkuntabilitasKinerja,danPeningkatanKualitasPelayananPublikyangbersifat

konkrit

BABIII

RENCANAAKSIPEMBANGUNANZONAINTEGRITAS

3.3.PembangunanKomponenPengungkit

Komponenpengungkitmerupakankomponenyangmenjadifaktorpenentu

pencapaiansasaranhasilpembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.Ada

6(enam)komponenpengungkit,yaitu:

1. ManajemenPerubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan

konsistenmekanismekerja,polapikir(mindset),danbudayakerja(Cultureset)

individudiDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintumenjadi

lebihbaik sesuaidengantujuandansasaranpembangunanzonaintegritas.

Targetyangingindicapaiyaitu:
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a. Meningkatnyakomitmenseluruhjajaranpimpinan dan pegawaiDPMPTSP

ProvinsiJambidalam membangunZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;

b. TerjadinyaperubahanpolapikirdanbudayakerjapadaDinasPenanaman

Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangdiusulkansebagai Zona

IntegritasmenujuWBK/WBBM;

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkankemungkinantimbulnya

resistensiterhadapperubahanperaturanperundanganundangan.

Atasdasartersebutmakaterdapatbeberapaindikatoryangperludilakukan

untukmenerapkanmanajemenperubahan,yaitu:

Indikator:

a. PenyusunanTim Kerja

PenyusunanTim kerjadilakukandenganmemperhatikanhal–halberikut:

1. Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju

Wilayah Bebas Korupsi(WBK)dan Wilayan BirokrasiBersih dan

Melayani(WBBM)

2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui

prosedur/mekanismeyangjelas.

b. DokumenRencanapembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM

Penyusunandilakukandenganmemperhatikanhal–halberikut:

1. PenyusunandokumenrencanakerjapembangunanZonaIntegritas(ZI)

menujuWBK/WBBM.

2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas

menujuWBK/WBBM harusmemuattarget-targetprioritasyangrelevan

dengantujuanpembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.

3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM dilakukandenganmemperhatikanhal–halberikut;

1. PelaksanaankegiatanpembangunanZonaIntegritasdanwilayahbebas

korupsi/WilayahBirokrasiBersihMelayanimengacupadatargetyangdi

rencanakan.

2. MelaksanakanmonitoringdanevaluasiterhadappembangunanZona

IntegritasmenujuWBK/WBBM.

3. Menindaklanjutihasilmonitoringdanevaluasi.

d. PerubahanpolapikirdanBudayaKerja.

PerubahanPolaPikirdanBudayakerjadilakukandenganmemperhatikan
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hal–halsebagaiberikut;

1. Pimpinan menjadirole modeldalam pembangunan Zona Integritas

menujuWBK/WBBM.

2. Penetapanagenperubahandalam pembangunanzonaintegritas.

3. BudayakerjadanpolapikirtelahdibangundilingkunganDPMPTSP

ProvinsiJambi.

4. Anggota organisasiterlibat dalam pembangunan Zona integritas

menujuWBK/WBBM.

2. PenataanTataLaksana

Bertujuanuntukmeningkatkanefisiensidanefektivitassistem,proses dan

prosedurkerjayangjelas,efektif,efisiendanterukurpadaZonaIntegritas

menujuWBK/WBBM.

Targetyangingindicapai;

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraanmanajemenpemerintahan diZonaIntegritas menuju

WBK/WBBM ;

b. Meningkatnyaefisiensidanefektivitasprosesmanajemenpemerintahan

diZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;

c. MeningkatnyakinerjadiZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM.

Indikator;

a. ProsedurOperasionaltetap(SOP)Pelayanan

Pengukuran indikatorinidilakukan dengan mengacupada kondisiyang

seharusnyatelahdilakukan,seperti:

1) Prosedur operasional tetap mengacu kepadapetaproses bisnis

instansi;

2) Proseduroperasionaltetaptelahditerapkan;

3) Proseduroperasionaltetaptelahdievaluasi.

b. E-Office

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyatelahdilakukan,yaitu:

1) Sistem pengukurankinerjaberbasissistem informasi;

2) Sistem kepegawaianberbasissistem informasi;

3) Sistem pelayananpublikberbasisTeknologiinformasi.

c. KeterbukaanInformasiPublik

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyatelahdilakukan,seperti:

1) Kebijakan tentang keterbukaan informasipubliktelah diterapkan
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disetiap linilayanan perizinan dan nonperizinan,layanan informasi,

sertalayananpengaduan;

2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasipublik.

3. PenataanSistem ManajemenSDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparaturpada Zona

IntegritasMenujuWBK/WBBM

Targetyangingindicapai:

a. MeningkatnyaketaatanterhadappengelolaanSDM aparaturpadamasing-

masingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;

b. Meningkatnya transparansidan akuntabilitaspengelolaan SDM aparatur

padamasing-masingmasingZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM ;

c. Meningkatnya disiplin SDM aparaturpadamasing-masingmasingZona

IntegritasmenujuWBK/WBBM ;

d. Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDM aparaturpadaZonaIntegritas

menujuWBK/WBBM ;

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparaturpada Zona Integritas

menujuWBK/WBBM.

Indikator:

1. PerencanaanKebutuhanPegawaisesuaidenganKebutuhanPengukuran

indikatorinidilakukan dengan mengacu padakondisiyang seharusnya

dilakukan,seperti:

1) DPMPTSPtelahmembuatrencanakebutuhanpegawaidiunitkerjanya

dalam halrasiodenganbebankerjadankualifikasipendidikan;

2) DPMPTSP telah menerapkan rencana kebutuhan pegawaidi unit

kerjanya;

3) DPMPTSP telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap

rencanakebutuhanpegawaidiunitkerjanya.

2. PolaMutasiInternal

Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadakondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSPtelahmenetapkankebijakanpolamutasiinternal;

2) DPMPTSP telahmenerapkankebijakanpolamutasiinternal;

3) DPMPTSP telah memiliki monitoring dan evaluasiterhadap

kebijakanpolarotasiinternal.

3. PengembanganPegawaiBerbasisKompetensi
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Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity

building/transferknowledge);

2) Terdapatkesempatan/hak bagipegawaidiDPMPTSPterkait untuk

mengikutidiklatmaupunpengembangankompetensilainnya.

4. PenetapanKinerjaIndividu

Pengukuran indikatorinidilakukan dengan mengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) Telahmemilikipenilaiankinerjaindividuyangterkaitdengan kinerja

organisasi;

2) ukuran kinerja individu telah memilikikesesuaiandengan indikator

kinerjaindividuleveldiatasnya;

3) Telahmelakukanpengukurankinerjaindividusecaraperiodik;dan

4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan

/diimplementasikan mulai daripenetapan, implementasidan

pemantauan.

5. PenegakanAturanDisiplin/KodeEtik/KodePerilakuPegawai

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,sepertipelaksanaanAturan disiplin/kodeetik/kode

perilakutelahdilaksanakan/diimplementasikan;

6.Sistem InformasiKepegawaian

Pengukuranindikatorinidilakukan denganmengacu padakondisiyang

seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi

kepegawaianpadaDPMPTSPtelahdimutakhirkansecaraberkala.

4. PenguatanAkuntabilitas

BertujuanuntukmeningkatkankapasitasdanakuntabilitaskinerjaDPMPTSP

ProvinsiJambi.

Targetyangingindicapai:

a. MeningkatnyakinerjaDPMPTSP;

b. MeningkatnyaakuntabilitasDPMPTSP.

Indikator;

a. KeterlibatanPimpinan

Dalam penyelenggaraansistem akuntabilitas kinerja, salah satu

komponen yang termasuk didalamnya adalah dokumen

perencanaanstrategisDinasPenanamanModaldanPelayananTerpadu

SatuPintu.Dokumeninimenyajikanarahpengembanganyangdiinginkan
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denganmemperhatikankondisiunitkerjasaatinitermasuksumberdaya

yangdimiliki,strategipencapaian,sertaukurankeberhasilan.

Agarpenjabaran dokumen perencanaan strategis inidapatterlaksana

dengan baikdibutuhkanketerlibatanpimpinaninstansi.Beberapahalyang

harusdilakukanolehpimpinaninstansi,sebagaiberikut:

1) DPMPTSP telah melibatkan pimpinan secaralangsungpadasaat

penyusunanperencanaan;

2) DPMPTSP telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

penyusunanpenetapankinerja;

3) Pimpinantelahmemantaupencapaiankinerjasecaraberkala.

b. PengelolaanAkuntabilitasKinerja

Terdiridaripengelolaandatakinerja,pengukuran kinerja,dan pelaporan

kinerja.Untuk mengukurpencapaianprogram inidigunakanindikatordi

bawahini:

1) DPMPTSPtelahmemilikidokumenperencanaan;

2) Dokumenperencanaantelahberorientasihasil;

3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,

Acheivable,RelevantandTimebound(SMART);

4) DPMPTSP telahmenyusunlaporankinerjatepatwaktu;

5) Pelaporankinerjatelahmemberikaninformasitentangkinerja;

6) DPMPTSP telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menanganiakuntabilitaskinerja.

5. PenguatanPengawasan

Bertujuanuntukmeningkatkanpenyelenggaraanpemerintahanyangbersihdan

bebasKKN.

Targetyangingindicapai:

a. Meningkatnyakepatuhanterhadappengelolaankeuangan;

b. Meningkatnyaefektivitaspengelolaanpengelolaankeuangan;

c. MeningkatnyastatusopiniBPKterhadappengelolaankeuangan;

d. Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang.

Indikator:

a. PengendalianGratifikasi

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSP telah memiliki public campaign tentangpengendalian

gratifikasi;dan

2) DPMPTSP telahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi.
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b. Penerapan Sistem Pengawasan InternalPemerintah (SPIP)Pengukuran

indikatorinidilakukan dengan mengacupada kondisiyangseharusnya

dilakukan,seperti:

1) DPMPTSPtelahmembangunlingkunganpengendalian;

2) DPMPTSPtelahmelakukanpenilaianrisikoatasunitkerja;

3) DPMPTSP telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisirrisikoyangtelahdiidentifikasi;dan

4) DPMPTSP telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan

SPIPkepadaseluruhpihakterkait.

c. PengaduanMasyarakat

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSP telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan

masyarakatbaikmelaluimediacetakdanelektronik(website);

2) DPMPTSP telah melaksanakan tindak lanjutatashasilpenanganan

pengaduanmasyarakat;

3) DPMPTSP telah melakukan monitoring dan evaluasi atas

penangananpengaduanmasyarakat;

4) DPMPTSP telah menindaklanjuti hasil evaluasiatas penanganan

pengaduanmasyarakat.

d. WhistleBlowingSystem

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSP telahmenerapkanwhistleblowingsystem;

2) DPMPTSP telahmelakukanevaluasiataspenerapanwhistleblowing

system;

3) DPMPTSP menindaklanjuti hasil evaluasiataspenerapan whistle

blowingsystem.

e. PenangananBenturanKepentingan

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSP telahmengidentifikasibenturankepentingandalam tugas

pelayanan;

2) DPMPTSP telah melakukan sosialiasi penanganan benturan

kepentingan;

3) DPMPTSP telah mengimplementasikan penanganan benturan
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kepentingan;

4) DPMPTSP telah melakukan evaluasi ataspenanganan benturan

kepentingan;

5) DPMPTSP telah menindaklanjuti hasil evaluasiatas penanganan

benturankepentingan.

6.PeningkatanKualitasPelayananPublik

Merupakansuatuupayauntukmeningkatkankualitasdaninovasipelayanan

publik pada instansi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk

membangun kepercayaan masyarakatterhadap penyelenggara pelayanan

publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

menjadikankeluhanmasyarakatsebagaisaranauntukmelakukanperbaikan

pelayananpublik.

Targetyangingindicapai:

a. Meningkatnyakualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah,lebih

aman,danlebihmudahdijangkau)padaDPMPTSP;

b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin

usahanya;

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraan

pelayanan.

Indikator;

a. StandarPelayanan

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSPmemilikiStandarPelayananMinimal(SPM);

2) DPMPTSPtelahmemaklumatkanstandarpelayanan

3) DPMPTSP telahmemilikiSOP bagipelaksanaanstandarpelayanan

;

4) DPMPTSP telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanandanSOP.

b. BudayaPelayananPrima

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSP telahmelakukansosialisasi/pelatihanberupakode etik,



13

estetika,capacitybuildingdalam upaya penerapan budaya

pelayananprima;

2) DPMPTSPtelahmemilikiinformasitentangpelayananmudahdiakses

melaluiberbagaimedia;

3) DPMPTSP telah memiliki sitem reward and punishment bagi

pelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima

layananbilalayanantidaksesuaistandard;

4) DPMPTSP telahmemilikisaranalayananterpadu/terintegrasi;

5) DPMPTSP telah melakukan inovasipelayanan berupa pelayanan

Perizinansecaraon-line;

c. PenilaianKepuasanTerhadapPelayanan

Pengukuran indikatorinidilakukan denganmengacupada kondisiyang

seharusnyadilakukan,seperti:

1) DPMPTSPtelahmelakukan survey kepuasanmasyarakatterhadap

pelayanan;

2) Hasilsurveykepuasanmasyakatdapatdiaksessecaraterbuka

3) DPMPTSP telahmelakukantindaklanjutatashasilsurveykepuasan

masyarakat.

3.2.PembangunanKomponenHasil

Dalam pembangunanZonaIntegritasMenujuWilayahBebasdariKorupsi

danWilayahBirokrasiBersihMelayani,fokuspelaksanaanreformasibirokrasi

tertujupadaduasasaranutama,yaitu:

1.TerwujudnyaPemerintahanyangBersihdanBebasKKNSasaranterwujudnya

pemerintahanyangbersihdanbebasKKN diukurdenganmenggunakan

ukuran:

a.Nilaipersepsikorupsi(surveieksternal);

b.PresentasepenyelesaianTLHP.

2.TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayananPublikkepadaMasyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat diukur melaluinilaipersepsikualitas pelayanan (survei

eksternal).
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BABIV

PENUTUP

UnitkerjaberpredikatWBK/WBBM merupakanoutcomedariupayapencegahan

korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

PengembanganWBK/WBBM secarabertahapsejalandengankonsepIslandofIntegrity.

Diharapkan,upayainiakanmenjadibagiandariupayayangdapatmeningkatkannilai

IPKIndonesia.

Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka

memperlihatkankepadaduniainternasional/global,bahwaupayapencegahankorupsi

diIndonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.Pedoman inibersifat

dinamis,dalam artiketentuan-ketentuandidalamnyadapatdiubahsesuaikebutuhan

berdasarkanperkembanganlingkunganstrategisyangada.Indikatordalam rangka

penetapanpredikatmenujuWBK/WBBM diharapkansecarabertahap dapatdiubah

sehinggasemakinmengarahkepadazerotoleranceapproachdalam pemberantasan

korupsi


